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WALI KOTA BANJAR 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN WALI KOTA BANJAR 

NOMOR 48 TAHUN 2020 

 

 

TENTANG  

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 18 

TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN  

PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

WALI KOTA BANJAR,  

Menimbang : a. bahwa Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota 

Banjar telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 
18 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Wali Kota Banjar Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur 
Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar;  

b. bahwa sehubungan belum adanya kelas jabatan fungsional 

tertentu penera madya pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, 
Menengah dan Perdagangan maka perlu dilakukan penyesuaian 

terhadap Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2020;  

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 
menyatakan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan 
penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan 

kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan 
DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan 
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Wali Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil 
Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar;  
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Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4244); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014   tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5135); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6037); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2078 
Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6206); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian 
Kinerja Pegawai Negeri Sipil (LembaranNegara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6340); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen  
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Evaluasi Jabatan; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang 

Analisis Jabatan DiLingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 483); 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di 
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 
tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap 

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Daerah; 

18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar 

(Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13);  

19. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Banjar Nomor 15);  

20. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur 
Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar 
(Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 18) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 26 
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota 

Banjar Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian 
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di 

Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar (Berita Daerah 
Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 26);  
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 18 TAHUN 2020 
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR.  

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 18 

Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan 
Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 18), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar 
Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali 

Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian 
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di 

Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar (Berita Daerah Kota 
Banjar Tahun 2020 Nomor 26), diubah sebagai berikut :  

 

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 10 

(1) Pegawai yang diberi TPP berdasarkan Peraturan Wali Kota 

ini yaitu ASN yang memangku jabatan Pimpinan Tinggi, 
Jabatan Administrator,  Jabatan Pengawas dan Jabatan 

Fungsional,  kecuali: 

a. ASN yang memangku jabatan fungsional Guru, 
pengawas, Penilik dan Kepala Sekolah diberikan TPP 

dengan perhitungan sebagai berikut : 

No Jabatan Fungsional Tertentu Besaran  

1. Pengawas Sekolah dan Penilik, 
Golongan IV 

Rp.1.675.000,00 

2. Pengawas Sekolah dan Penilik, 
Golongan III 

Rp.1.500.000,00 

3. Pengawas Sekolah dan Penilik, 

Golongan II 

Rp.1.425.000,00 

4. Kepala Sekolah Rp.1.675.000,00 

5. Jabatan Fungsional Guru, 
Golongan IV 

Rp.1.175.000,00 

6. Jabatan Fungsional Guru, 
Golongan III 

Rp.1.050.000,00 

7. Jabatan Fungsional Guru, 

Golongan II 

Rp.1.050.000,00 

b. ASN yang melaksanakan tugas pada BLUD Rumah Sakit 
Umum Kota Banjar tidak diberikan TPP dari APBD Kota 

Banjar; dan  
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c. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada huruf b, untuk dokter spesialis diberikan TPP yang 

bersumber dari APBD Kota Banjar.   

(2) ASN yang memangku jabatan fungsional Penera Madya  

Kelas Jabatan 11 diberikan TPP setara eselon IV a Kelas 
Jabatan 8 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan 
Perdagangan.  

(3) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
terhitung mulai Bulan Maret 2020 yang akan digunakan 

sebagai dasar perhitungan untuk pembayaran bulan April 
2020.  

 

Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Banjar. 

  

 

Ditetapkan di Banjar 

pada tanggal 20 Juli 2020  

WALI KOTA BANJAR,  

 

ttd 

ADE UU SUKAESIH 

 

 

Diundangkan di Banjar 

pada tanggal 20 Juli 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR, 

 

ttd 

ADE SETIANA 

 

 

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 48 

 


